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PUTUSAN 

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Kmn 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

PENGADILAN AGAMA KAIMANA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, 

dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

MARYANI FURU BINTI SAUSA FURU, NIK 9208065903880001, tempat dan 

tanggal lahir Seraran, 19 Maret 1988, agama Islam, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di Kampung Coa, RT 001, RW 000, Coa, 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sebagai 

Penggugat; 

Lawan 

 
HASMIN WERGIRI BIN ALI WERGIRI, NIK 9208033010940001, tempat dan 

tanggal lahir Tugumawa, 30 April 1990, agama Islam, 

pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di 

Jalan Utarum Air Merah, Krooy, Kaimana, Kabupaten 

Kaimana, Papua Barat, sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

 

DUDUK PERKARA 
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023  

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, Nomor 

61/Pdt.G/2023/PA.Kmn, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 

tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

03/01/10/2020 tanggal 16 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;   

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

Jalan Utarum Kampung Coa, RT 001, RW 000, Distrik Kaimana, Kabupaten 

Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman terakhir;   

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;   

4. Bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan antara lain:    Bahwa Tergugat sudah 

tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat sejak tahun 2021 sampai saat 

ini;   

5. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai istri, seperti melontarkan 

kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga memukul Penggugat (KDRT);   

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada tahun 2021 dengan permasalahan yang sama akibatnya sejak 

saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;   

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh 

Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;   

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak 

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;   

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kaimana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HASMIN WERGIRI binti 

ALI WERGIRI), terhadap Penggugat (MARYANI FURU binti SAUSA 

FURU);   

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;   

SUBSIDER: 

 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan 

(relaas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Kmn tanggal 12 Desember 2023 dan 18 

Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya 

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk      bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, 

terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Maryani Furu binti Sausa 

Furu Nomor 9208065903880001 Tanggal 23 Nopember 2023 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/10/2020 Tanggal 16 April 

2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Arguni Bawah 

Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi 

tanda P2; 

B. Saksi: 

1. Nurbaya Furu binti Sausa Furu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Utarum Kampung Coa, 

Kampubng Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi 

Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;   

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah saksi; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak.; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

pertengkaran;   

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat cekcok; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan 

batin sejak tahun 2021 hingga saat ini, Tergugat juga tidak pernah 

menghargai istri dan sering melontarkan kata-kata kasar serta sering 

memukul Penggugat;; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah 

tidak bersatu lagi;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2.  Macali Metua bin Abu Halik Metua, umur 35 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Utarum Kampung Baru, 

Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi 

Papua Barat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;   

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama di 

rumah orang tua Penggugat 

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak.; 

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;   

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa, saksi mengetahui perselishan dan pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi 

lagi Penggugat serta sering memukul Penggugat;   

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri;  

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya 

lebih baik bercerai; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

 

Sidang Hakim Tunggal 

Menimbang, bahwa oleh karena hakim Pengadilan Agama Kaimana 

tidak mencukupi dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara Majelis, 

maka penyelesaian perkara diperiksa dengan Hakim Tunggal, berdasarkan 

Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 

189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin Sidang 

Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 
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61/Pdt.G/2023/PA. Kmn., tanggal 08 Desember 2023; 

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak  

 Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court 

Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui 

relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan 

Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut 

Penggugat hadir sendiri,  

 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Kmn tanggal 12 Desember 2023 dan 18 Desember 

2023  yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan  oleh suatu alasan yang sah; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, dan gugatan 

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) 

R.Bg; 

 

Upaya Penasehatan 

 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Hakim Pemeriksa Perkara pada setiap kali persidangan telah 
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berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar 

bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak 

berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan; 

 

Pokok Perkara 
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 

tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

03/01/10/2020 tanggal 16 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua 

Barat; 

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;  

3. Bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat sudah tidak 

menafkahi lahir dan batin Penggugat sejak tahun 2021 sampai saat ini dan  

Tergugat tidak pernah menghargai istri, seperti melontarkan kata-kata 

kasar kepada Penggugat dan juga memukul Penggugat (KDRT);  

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada tahun 2021 dengan permasalahan yang sama akibatnya sejak 

saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan 

sekarang;  

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh 

Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;   

 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- 

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) dan 

P.2 (Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan 

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Kaimana, serta terbukti menurut hukum bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara 

Agama Islam sejak tanggal 13 Agustus 1995, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kaimana 

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai 

saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh 

kedua saksi tersebut, kedua saksi Penggugat mengetahui dan melihat langsung 

terjadinya suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran,  

maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan 

oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat 

keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh 

karena itu keterangan  dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima 

sebagai alat bukti, sehingga membuktikan   bahwa: 

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi 

menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak tahun 2021 hingga saat ini, 

Tergugat juga tidak pernah menghargai istri dan sering melontarkan 
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kata-kata kasar serta sering memukul Penggugat;   

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu 

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi 

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing 

sebagaimana layaknya suami isteri; 

3. Bahwa, baik Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan, maupun pihak 

keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat 

dan Tergugat;   

 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 

tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

03/01/10/2020 tanggal 16 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga;  

Pertimbangan Petitum Perceraian 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang 

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut; 
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya 

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan 

suami istri antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah 

memenuhi  ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang  

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hasmin Wergiri bin Ali 

Wergiri) kepada Penggugat (Maryani Furu binti Sausa Furu);   
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah); 

 

Penutup 
 

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami 

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para 

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga pada hari itu juga, 

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Novia Dwi Kusumawati, S.H. 

Hakim Tunggal, 

 

 

 

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. 

 
 
Rincian Biaya Perkara; 

1. Biaya pendaftaran  : Rp 30.000,00 

2. Biaya Proses    : Rp 50.000,00 

3. Biaya Panggilan  : Rp 200.500,00 

4. PNBP Panggilan  : Rp 40.000,00 

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 100.000.00 

6. Meterai     : Rp 10.000,00 

Jumlah                : Rp430.000,00 

Terbilang (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) 
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